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ABSTRAKSetiap orang memerlukan tanah untuk kehidupan mereka karena tanah memiliki fungsi yangbegitu strategis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makamasyarakat harus meninggalkan tanahnya sehingga tanah tersebut menjadi terlantar. Adaempat cara untuk penertiban tanah terlantar antara lain inventarisasi tanah hak atau dasarpenguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah yangterindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar yangdidasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar kemudian tanah ini dapatdijadikan seperti semula. Sehingga dapat dikatakan bahwa penertiban terhadap tanahterlantar untuk memberikan kesadaran terhadap pemegang hak bahwa penelantarantanah merupakan tindakan yang tidak berkeadilan, yang dapat menyebabkan hilangnyapeluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah.
Kata Kunci: Tanah Negara, Tanah Terlantar, Penertiban

ABSTRACT

Every people need land for their life so the function of land so strategic. Based on The National
Regulation of the year 1945 Article 33 Paragraph 3 on The Land, water resources, and all thing
in it is occupied by the nation and it is used for the people perosferity. So the people have to
avoid the land become abandoned. There are four steps to omit the abandoned land such as: to
take note the tenure and land right and land owner which is indicated abandoned, to do
research and identification of abandoned land, reminding the owner, and to set the land become
abandon based on The decision letter of The National Land Agency Number 4 year 2010 on
Procedure of Curbing Abandoned Land then this land can be set as status quo. So, it can be said
that curbing abandoned land to give the awareness of rights holder that abandoned land is
injustice act which can cause of losing an opportunity to make real the economic potential of
land.
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I. PendahuluanManusia dalam hampir semuakegiatan hidup manusia baik secara langsungmaupun tidak langsung sangat memerlukantanah. Tak terkecuali pada saat manusiameninggal dunia masih memerlukan tanahuntuk penguburannya. Tanah bagikehidupan manusia sangat strategis karenaberdimensi sangat luas yang meliputidimensi sosial, ekonomi, budaya, politik,produksi dan dimensi pertahanan dankeamanan. Sebagai Negara yang berlatar

belakang agraris, tanah merupakan sesuatuyang bernilai sangat penting di dalamkehidupan masyarakat Indonesia. Tanahberfungsi sebagai tempat dimana wargamasyarakat bertempat tinggal dan tanahjuga memberikan penghidupanbaginya.1Selain itu, tanah merupakan hartayang bersifat permanen, karena dicanangkan
1 SoerjonoSoekantodanSoleman B.Taneko, HukumAdat Indonesia, CetakanKeEmpat,(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2001),halaman 172
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bagi kehidupan yang akan dating dan tidakdapat diperbaharui.2 Oleh sebab itu orangselalu ingin untuk memperoleh danmenguasai tanah. Namun pada sisi lainmasih ada orang yang tidak memanfaatkantanah secara maksimal karena sering jugaterlihat tanah ini itu ditelantarkan, padahalaturan perundang-undangan melarang tanahuntuk ditelantarkan.Penelantaran tanah di pedesaan danperkotaan, selain merupakan tindakan yangtidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnyapotensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan,serta juga merupakan pelanggaran terhadapkewajiban yang harus dijalankan parapemegang hak atau pihak yang telahmemperoleh dasar penguasaan tanah. Haltersebut ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(disebut UUPA) dinyatakan bahwa:”Memelihara tanah, termasuk menambahkesuburannya serta mencegah kerusakannyaadalah kewajiban tiap-tiap orang, badanhukum atau instansi yang mempunyaihubungan hukum dengan tanah itu, denganmemperhatikan pihak ekonomi lemah.”Selanjutnya pada penjelasan pasal tersebutjuga dikemukakan bahwa tanah wajibdipelihara dengan baik, yaitu dipeliharamenurut cara-cara yang lazim dikerjakan didaerah yang bersangkutan, sesuai denganpetunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatanyang bersangkutan. Kewajiban untukmemelihara tanah dan mencegah tanah darikerusakan diharuskan kepada semua pihakbaik perorangan, badan hukum maupuninstansi pemerintah.Terhadap tanah-tanah terlantar baikyang sudah dilekati dengan hak maupunyang belum dilekati sesuatu jenis hak akandapat dinyatakan dikuasai langsung olehNegara jika tanah dinyatakan sebagai tanahterlantar. Mengenai ketentuan hukumtentang tanah terlantar ini diatur padaPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun1998 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar yangkemudian diperbaharui melalui PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
2 Abdurrahman,

BeberapaAspektentangHukumAgraria, (Bandung:Alumni, 1980), halaman 1

Penertiban dan Pendayagunaan TanahTerlantar. Mengenai prosedur penetapantanah terlantar akan diuraikan lebih lanjut.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33ayat 3 menyebutkan bahwa bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung didalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakanuntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Dari ketentuan Undang-UndangDasar 1945terdapat kerancuan istilah “dikuasai olehnegara” antara Pasal 33 ayat 2 dengan Pasal33 ayat 3. Menurut Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negaradan yang menguasai hidup orang banyakdikuasai oleh negara.  Istilah dikuasai olehnegara dalam pasal ini berarti dimiliki dandikelola oleh negara secara langsung, yangsekarang dalam bentukBadanUsahaMilikNegara. Sementara makna“dikuasai oleh negara”  dalam UUD 1945Pasal 33 ayat (3) dijelaskan oleh Pasal 2UUPA, sebagai “Hak Menguasai Negara”,yang sesuai dengan penjelasan Umum UUPA,istilah “dikuasai” dalam pasal ini tidakberarti “dimiliki”, akan tetapi adalahpengertian, yang memberi wewenangkepada Negara, sebagai organisasikekuasaan dari Bangsa Indonesia itu.Akibat dari kerancuan makna“dikuasai oleh negara” seperti dimuat dalamUUD 45 dan UUPA itu, sering timbul salahfaham bagi para penyelenggara Negaratermasuk diantaranya para Camat danLurah/Kepala Desa, yang memandang bahwahak menguasai negara atas tanah samadengan hak negara atas cabang produksiyang diurus oleh Badan Usaha Milik Negara,yakni diartikan sebagai milik negara, yangkemudian disebut dengan istilah tanahnegara. Sedangkan pengertian tanah Negaralebih luas lagi, oleh sebab itu perlu dijelaskanbagaimana tanah Negara yang dimaksudserta bagaimana penertiban tanah terlantar.
II. Tanah NegaraIstilah dan pengertian tanah negaraditemukan dalam Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 1953 Tentang PenguasaanTanah-tanah negara, bahwa dalam Pasal 1huruf a. disebutkan “tanah negara, ialahtanah yang dikuasai penuh olehnegara.”Selanjutnya, “Tanah Negara”menunjukan suatu status hubungan hukum
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tertentu antara obyek dan subyeknya yangdalam konteks ini lebih kepada hubungankepemilikan atau kepunyaan antara subyekdan obyek yang bersangkutan.Pengertian tersebut di atas maka jikakita menyebutkan tanah negara artinyaadalah tanah sebagai obyek dan Negarasebagai subyeknya dimana egara sebnagaisubyek mempunyai hubungan hukumtertentu dengan obyeknya yakni tanah.Adapun hubungan hukum itu dapat berupahubungan kepemilikan kekuasaan ataukepunyaan. Didalam konsep hukum sebutanmenguasai atau dikuasai dengan dimilikiataupun kepunyaan dalam konteks yuridismempunyai arti/makna berbeda danmenimbulkan akibat hukum yang berbedapula. Arti dikuasai tidak sama denganpengertian dimiliki. Jika kita menyebutkantanah tersebut dikuasai atau menguasaidalam arti “ possession” makna yuridisnyaadalah tanah tersebut dikuasai seseorangsecara fisik dalam arti faktual digarap,dihuni, namun belum tentu bahwa secarayuridis dia adalah pemilik atau yang punyatanah tersebut. Demikian juga bilamenyebutkan bahwa tanah tersebut di milikiatau kepunyaan dalam arti “ Ownership”dalam pengertian juridis maka dapatdiartikan bahwa tanah tersebut secarayuridis merupakan tanah milik ataukepunyaan, namun bukan berarti juga diasecara fisik menguasai tanah tersebut,karena mungkin adanya hubungankerjasama atau kontraktual tertentu.Bentuk lain bisa juga bahwa tanahtersebut diduduki oleh orang tanpa ijin yangberhak “ okupasi”. Makna okupasi atau“accupation” lebih kepada penguasaansecara fisik atau faktual tanpa diikuti hak (
right) dalam arti sah secara hukum. “tanahNegara” diartikan sebagai pemilik dalam artikepunyaan atas tanah dapat ditemukan padamasa pemerintahan Hindia Belanda dimanaIndonesia sebagai bagian dari kerajaanBelanda. Berasal dari latar belakang sistemketatanegara yang berbentuk absolute/monarchi, (system feodalisme). Tanah dalamwilayah kekuasaan adalah tanah milikRaja/ratu sebagai pemilik. Wilayahkekuasaancakupannya termasuk daerahjajahan Indonesia bagian dari wilayahkerajaan Belanda dan disisi yang lain rakyat

yang berada diwilayah tersebut berposisisebagai penggarap atau penyewa tanah.Konsekuensi logis dari model hubunganantara Raja sebagai pemilik dan rakyatsebagai penyewa dikenal sebagai systemkepemilikan tanah yang disebut sebagaidotrin “ land tenure”. Dalam tataran politikhukum tanah pada waktu itu tanah Negaraadalah tanah milik Negara (Raja/Ratu)diterapkan di Indonesia melalui produkhukum dalam peraturan “ agrarisch besluit”yang diundangkan dalam lembaran Negara“Staatblad” no. 118 tahun 1870 ( S. 1870-118). Pasal 1, disebutkan:“behoudens
opvolging van de tweede en derde bepaling
der voormelde wet, blijft het beginsel
gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet
door anderen regt van eigendom wordt
bewezen, domein van de Staat is”.(dengan tidak mengurangi berlakunyaketentuan dalam Pasal 2 dan 3 AgrarischWet, tetap dipertahankan asas, bahwa semuatanah pihak lain tidak dapat membuktikansebagai hak eigendomnya, adalah domein(milik negara). Ketentuan Pasal 1 AgrarischBesluit ini dikenal sebagai pernyataankepemilikan “ Domein Verklaring” dariNegara dan dikenal sebagai pernyataandomein umum (algemene Domein
Verklaring). Disamping itu, dikenal jugaadanya pernyataan domein khusus ( speciale
Domein Verklaring ) yang tercantum dalamperaturan perundangan tentang pengaturanhak erfpaht yang diundangkan dalam S. 1875– 94f, S. 1877 – 55 dan S. 1888 – 55.Rumusannya sebagai berikut:“Semua tanah kosong dalam daerahpemerintahan langsung adalah domeinNegara, kecuali yang diusahakan oleh parapenduduk asli dengan hak-hak yangbersumber pada hak membuka hutan.Mengenai tanah-tanah Negara tersebutkewenangan untuk memutuskanpemberiannnya kepada pihak lain hanya adapada pemerintah, tanpa mengurangi hakyang sudah dipunyai oleh penduduk untukmembukanya”. Pernyataan kepemilikan inimenjadikan landasan hukum Negara/pemerintahan pada waktu itu untukmemberikan tanah dengan hak kepemilikandengan hak-hak barat yang diatur dalamKUUHPdt, seperti hak Erfpacht, hak Opstal
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dan lain2nya. Dalam rangka domein
verklaring, pemberian tanah dengan hakeigendom dilakukan dengan carapemindahan hak milik Negara kepadapenerima tanah dan sebagai alat pembuktianpemilikan tanah.Pernyataan domein Negara yangdiatur dalam Pasal 1 Agrarisch besluit iniparalel dengan yang diatur dalam BW. DalamPasal 519 dan Pasal 520 BW, mengaturbahwa setiap bidang tanah selalu ada yangmemiliki. Kalau tidak dimiliki olehperorangan atau badan hukum, makanegaralah pemiliknya.Atas dasar Pasal 1Agrarisch besluit ini maka dikenal adanyadua bentuk tanah Negara yakni:Pertama, tanah – tanah Negara yangdisebut dengan tanah Negara bebas “ vrij
landsdomein” yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebutbelum ada atau belum pernah dilekati olehsesuatu hak apapun. Pengertian hak disiniharus diartikan yuridis yang diatur dalamketentuan hukum barat (BW) termasukdidalamnya hak rakyat atas tanah yang padawaktu itu tanah-tanah yang mendasarkanpada hukum adat setempat. Sepanjang tidakdidaftarkan haknya dengan caramenundukkan diri secara suka rela kepadahukum barat maka tanah yang dikuasairakyat merupakan bagian dari atau berstatussebagai tanah Negara yang diistilahkansebagai tanah Negara yang diduduki olehrakyat. Dalam perkembangannya ternyatapemerintah Hindia Belanda jugaberpendapat bahwa sebutan tanah Negarabebas ini cakupannya dibedakan menjadidua:1. Tanah – tanah menjadi tanah Negarabebas karena dibebaskan dari hak-hakmilik rakyat oleh suatu Instansi /departemen, dianggap tanah Negaradibawah penguasaan departemen yangmembebaskan;2. Tanah Negara bebas yang tidak adapenguasaan secara nyata diserahkankepada suatu departemen, dianggapbahwa tanah tersebut dimasukkankedalam penguasaan departemen dalamnegeri ( Binnen van bestuur).Kedua, tanah Negara yang tidakbebas “onvrij landsdomein” yaitu tanahnegara yang diatasnya ada hak-hak rakyat

atas tanah atau tanah yang dikuasai ataudiduduki oleh rakyat berdasarkan padahukum adat mereka ( hak ulayat masyarakathukum adat).Setelah kemerdekaan, sebelumterbitnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960,tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ataulebih dikenal dengan sebutan UUPA,pengertian Tanah Negara, ditemukan dalamPP No. 8 tahun 1953 ( L.N. 1953, No. 14,T.L.N. No. 362). Dalam PP tersebut TanahNegara dimaknai sebagai “ tanah yangdikuasai penuh oleh negara”. Substansi daripengertian tanah Negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yangmelekat diatas tanah tersebut apakah hakbarat maupun hak adat ( vrij landsdomein).Dengan terbitnya UUPA tahun 1960,pengertian tanah Negara ditegaskan bukandikuasai penuh akan tetapi merupakan tanahyang dikuasai langsung oleh Negara (lihat,penjelasan umum II (2) UUPA), artinyanegara di kontruksikan negara bukanpemilik tanah, Negara sebagai organisasikekuasaan rakyat yang bertindak selakubadan penguasa, yang diberikan wewenangoleh rakyat:a. Mengatur dan menyelenggarakanperuntukan, penggunaan, persediaan danpemeliharaannya;b. Menentukan dan mengatur hak-hak yangdapat dipunyai atas ( bagian dari ) bumi,air dan ruang angkasa itu;c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orangdan perbuatan hukum yang mengenaibuni, air dan ruang angkasa.”Substansi tanah Negara setelahUUPA, didalam berbagai peraturanperundangan disebutkan bahwa pengertiantanah Negara adalah tanah yang tidakdilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Ataspemahaman konsep dan peraturanperundangan tentang pengertian tanahNegara dapat ditarik kesimpulan dalamtataran yuridis bahwa terdapat dua kategoritanah Negara dilihat dari asal usulnya:1. Tanah Negara yang berasal dari tanahyang benar-benar belum pernah ada hakatas tanah yang melekatinya ataudisebut sebagai tanah Negara bebas;2. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya,karena sesuatu hal atau adanya
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perbuatan hukum tertentu menjaditanah Negara. Tanah bekas hak barat,tanah dengan hak atas tanah tertentuyang telah berakhir jangka waktunya,tanah yang dicabut haknya, tanah yangdilepaskan secara sukarela olehpemiliknya karena tidak sesuai denegantata ruang.Berdasarkan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 53 bahwapenguasaan tanah Negara ada pada MenteriDalam Negeri. Sehubungan dengan ituMenteri Dalam Negeri berhak:a. menyerahkan penguasaan itu kepadasesuatu Kementerian, Jawatan atauDaerah Swatantra.b. mengawasi agar supaya tanah Negaradipergunakan sesuai denganperuntukkannya.Selanjutnya dalam Pasal 5   PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 53 bahwaKementerian, Jawatan atau DaerahSwatantra berkewajiban akan menyerahkankembali penguasaan atas tanah Negarakepada Menteri Dalam Negeri didalam haltanah atau sebagian dari tanah itu tidakdipergunakan lagi untuk melaksanakan ataumenyelenggarakan kepentingan tertentudari Kementerian atau Jawatan.
III. Tanah Terlantar

1. DefinisitanahterlantarA.P. Parlindungan mengemukakankonsep tanah terlantar dengan merujuk padahokum adat yaitu sesuai dengan karaktertanah terlantar (kondisi fisik yang telahberubah dalam waktu tertentu (3,5 sampaidengan 10 tahun) maka haknya gugur dankembali kepada hak ulayat. 3 SudartoGautama, menyatakan bahwa istilahditerlantarkan berarti diartikan Antarakeadaan jika tanah yang tidak dipakai sesuaidengan keadaannya.4Berdasarkan pendapattersebut di atas maka tanah terlantar lebih
3 A.P. Parlindungan, BerakhirnyaHak-

HakAtas Tanah (MenurutSistem UUPA),(Bandung: MandarMaju, 1990), halaman 74 Sudarto Gautama, TafsiranUndang-
UndangPokokAgraria, CetakanKe Sembilan,(Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1993), halaman136

mengarah kepada kondisi fisik tanah yangtidak lagi produktif dan tidak bertuan.Berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, danPasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria, hak atas tanah hapus antara lainkarena diterlantarkan. Penelantaran tanahmakin menimbulkan kesenjangan sosial,ekonomi, dan kesejahteraan rakyat sertamenurunkan kualitas lingkungan, sehinggaperlu pengaturan kembali penertiban danpendayagunaan tanah terlantar.Pada Pasal 1 angka 6 PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 4 tentang Tata carapenertiban tanah terlantar dinyatakanbahwa:” tanah terlantar adalah tanah yangsudah diberikan hak oleh Negara berupa HakMilik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasarpenguasaan atas tanah yang tidakdiusahakan, tidak dipergunakan, atau tidakdimanfaatkan sesuai dengan keadaannyaatau sifat dan tujuan pemberian hak atasatau dasar penguasaannya.”Namun pada Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentangPenertiban Dan Pendayagunaan TanahTerlantar ada pengecualian obyekpenertiban tanah terlantar terhadap tanahHak Milik atau Hak Guna Bangunan atasnama perseorangan dan tanah yang dikuasaipemerintah sebagaimana disebutkan sebagaiberikut: ”Tidak termasuk obyek penertibantanah terlantar sebagai mana dimaksuddalam pasal 2 adalah:a. tanah hak Milik atau Hak Guna Bangunanatas nama perseorangan yang secara tidaksengaja tidak dipergunakan sesuai dengankeadaan atau sifat dan tujuan pemberianhaknya; danb. tanah yang dikuasai pemerintah baiksecara langsung maupun tidak langsung dansudah berstatus maupun belum berstatusBarang Milik Negara/Daerah yang tidaksengaja tidak dipergunakan sesuai dengankeadaan atau sifat dan tujuan pemberianhaknya.”Sehubungan dengan itu jelas tidaksemua penguasaan tanah terhadap Hak Milikdan Hak ‘Guna Bangunan menjadi obyektanah terlantar. Secarak husus jugadikemukakan terhadap tanah yang dikuasai
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pemerintah tidak menjadi obyek tanahterlantar sebagaimana pada pasal 3 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2010, dimana sudah dinyatakan bahwa baikyang sudah terdaftar sebagai asset BUMNdan BUMD maupun yang belum terdaftar.
2. Penertiban Tanah TerlantarPenertiban tanah terlantar adalahproses penataan kembali tanah terlantaragar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkinuntuk kepentingan masyarakat dan Negara.Penertiban tanah terlantar sebagai upayauntuk memaksimalkan tujuan Pasal 33 ayat3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimanatanah dimanfaatkan untuk sebesar-besarnyakesejahteraan rakyat. Juga di Pasal 15 UUPAjuga diamanatkan untuk memelihara tanahdan menambah kesuburan tanah sertamemperhatikan kepentingan pihak yangekonomis lemah.Tertibpenggunaantanahmerupakansaranauntukmeningkatkandayagunadanhasilgunatanahsecara optimal. 5 Pada Pasal 3Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2010 tentang Tata Cara Penertiban TanahTerlantar dinyatakan bahwa:” Penertibantanah terlantar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan:a. Inventarisasi tanah hak atau dasarpenguasaan atas tanah yang terindikasiterlantar;b. identifikasi dan penelitian tanah yangterindikasi terlantar;c. peringatan terhadap pemegang hak;d. penetapan tanah terlantar.Uraian dari masing-masing tahapanpenertiban tanah terlantar adalah sebagaiberikut:Adapun obyek inventarisasi tanahterindikasi terlantar sebagai dimaksuddalam Pasal 4 meliputi:a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, dan Hak Pakai terhitungmulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkansertipikatnya; ataub. Tanah yang telah memperoleh izin/keputusan/surat dasar penguasaanatas tanah yang dari pejabat yang

5Soetomo, PolitikdanAdministrasiAgraria,(Surabaya: Usaha Nasional, 1986), halaman 73

berwenang terhitung sejak berakhirnyadasar penguasaan tersebut.Sehubungan dengan itu maka untukmendukung kelancaran kegiataninventarisasi pemegang hak berkewajibanmelaporkan pengunaan dan pemanfaatantanah sesuai dengan keputusan pembrianhak atas tanah atau dasar penguasaan atastanah dari pejabat yang berwenang.a. InventarisasiAdapun kegiatan inventarisasi tanahyang terindikasi terlantar dilaksanakanmelalui (Pasal 6 Peraturan Ka. BPN No. 4Tahun 2010):
1) Pengumpulan data mengenai tanahyang terindikasi terlantar meliputidata tekstual (berupa nama danalamat pemegang hak, nomor dantanggal keputusan pemberian hak,nomor dan tanggal berakhirnyasertipikat, letak tanah, luas tanah,penggunaan tanah dan luas tanahterindikasi terlantar) dan dataspasial (berupa peta yang dilengkapidengan koordinat bidang tanahterindikasi terlantar);
2) Pengelompokan data tanah yangterindikasi  terlantar(pengelompokan menurut wilayahkabupaten/kota dan jenis hak/dasarpenguasaan )
3) Pengadministrasian data hasilinventarisasi tanah yang terindikasiterlantarb. Identifikasi dan Penelitian TanahObyek indentifikasi dan penelitiantanah terindikasi terlantar sebagai dimaksuddalam Pasal 6 meliputi:
1) Hak Milik, Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan, dan Hak Pakaiterhitung mulai 3 (tiga) tahun sejakditerbitkan sertipikatnya; atau
2) Tanah yang telah memperoleh izin/keputusan/surat dasarpenguasaan atas tanah yang daripejabat yang berwenang terhitungsejak berakhirnya dasarpenguasaan tersebut.Adapun kegiatan identifikasi danpenelitian tanah dalam penyiapan data daninformasi sebagaimana dimaksud pada Pasal
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8 ayat (2) Peraturan Ka. BPN No. 4 Tahun2010) meliputi:
1) Verifikasi data fisik dan data yuridis
2) Mengecek buku tanah dan/atauwarkah dan dokumen lainnya
3) Meminta keterangan dari pemeganghak dan pihak lain terkait
4) Melaksanakan pemeriksaan berupaletak batas, penggunaan danpemanfaatan tanah
5) Melaksanakan ploting letakpenggunaan dan pemanfaaatantanah pada peta pertanahan
6) Membuat analisis penyebabterjadinya tanah terlantar
7) Menyusun laporan hasil identifikasidan penelitian lapangDalam pelaksanaan kegiatanpenyiapan data dan informasi, Kepala KantorWilayah memberitahukan secara tertuliskepada pemegang hak yang akan dilakukanidentifikasi dan penelitian. Jika tidakdijumpai lagi sesuai alamat atau domisilimaka dilakukan pemberitahuan melaluipengumuman di Kantor Pertanahan danpemasangan papan pengumuman di lokasitanah yang bersangkutan bahwa tanahtersebut sedang dalam tahap identifikasi danpenelitian Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia.Setelah data hasil identifikasi danpenelitian dinilai cukup sebagai bahanpengambilan keputusan upaya penetibanmaka Kepala Kanwil BPN membentukPanitia C yang terdiri dari:a. Ketua : Kepala Kantor Wilayahb. Sekretaris : Kepala BidangPengendalian Pertanahandan PemberdayaanMasyarakat, merangkapanggotac. Anggota : 1. Sekretaris DaerahKabupaten/ Kota2. Dinas/InstansiProvinsi yangberkaitan denganperuntukan tanahnya3. Dinas/InstansiKabupaten/Kota yangberkaitan denganperuntukan tanahnya

4. Kepala KantorPertanahan
Sekretariat Panitia C membantumenyiapkan semua data yang diperlukandan membuat resume permasalahan tanahyang terindikasi terlantar. Berdasarkan datayang diperoleh Panitia C, maka dilakukanidentifikasi dan penelitian meliputi:a. verifikasi data fisik dan data yuridismeliputi jenis hak dan letak tanahb. mengecek buku tanah dan/atau warkahdan dokumen lainnya untuk mengetahuikeberadaan pembebanan, termasukdata, rencana, dan tahapan penggunaandan pemanfaatan tanah pada saatpengajuan hak;c. meminta keterangan dari pemegang hakdan pihak lain terkait, dan Pemeganghak dan pihak lain harus memberikanketerangan atau menyampaikan datayang diperlukan;d. melaksanakan pemeriksaan fisik denganmenggunakan teknologi yang ada;e. melaksanakan ploting letak penggunaandan pemanfaaatan tanah pada petapertanahan;f. membuat analisis penyebab terjadinyatanah terlantar;g. menyusun laporan hasil identifikasi danpenelitian;h. melaksanakan sidang panitia untukmembahas dan memberikan saranpertimbangan kepada Kepala KantorWilayah dalam rangka tindakanpenertiban tanah terlantar; dani. membuat dan menandatangani BeritaAcara.Jika anggota panitia tidak bersediamenandatangani Berita Acara, Ketua PanitiaC membuat catatan pada Berita Acaramengenai alasan penolakan/keberatan.Berita Acara yang tidak ditandatangani olehanggota tidak mengurangi keabsahan BeritaAcara. Dalam hal terdapat pemegang hakatas tanah atau kuasanya tidak bersediamenandatangani berita acara maka KetuaPanitia C membuat catatan pada Berita Acaramengenai alasan penolakan atau keberatandimaksud.c. Peringatan terhadap pemegang hak
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Hasil identifikasi dan penelitianmenunjukkan tanah dapat dinyatakanterlantar atau tidak. Jika tanah dinyatakanterlantar maka Kepala Kantor Wilayahmemberitahukan kepada pemegang hak dansekaligus memberikan peringatan.Peringatan itu merupakan peringatanpertama, dan dalam jangka waktu 1 (satu)bulan sejak tanggal diterbitkan suratperingatan pemegang hak mengusahakan,menggunakan dan memanfaatkan tanahnyasesuai keadaan atau sifat dan tujuanpemberian haknya atau dasarpenguasaannya. Dalam surat peringatandisebutkan ha yang konkret yang harusdilakukan oleh pemegang hak dan sanksiyang dapat dijatuhkan apabila pemegang haktidak mengindahkan atau tidakmelaksanakan peringatan.Adapun peringatan terhadappemegang hak sebagaimana dinyatakan padaPasal 14 Peraturan Ka. BPN No. 4 Tahun2010 dapat dilakukan peringatan pertama,peringatan kedua dan peringatan ketiga.Semua peringatan dilakukan secara tertulis.Dalam masa peringatan pertama, kedua danketiga, pemegang hak wajib menyampaikanlaporan kemajuan penggunaan dsnpemanfaatan tanah setiap 2 minggu kepadaKepala Kanwqil dengan tembusan KepalaKantor Pertanahan. Sedangkan KepalaKantor Wilayah melaksanakan pemautauandan evaluasi lapangan terhadap alaporanyang disampaikan.Tindakan konkret yang harusdilakukan Pemegang hak antara lain( Pasal15 ayat (2) b Peraturan Kepala BPN No. 4Tahun 2010)  :a. mengusahakan, menggunakan danmemanfaatkan tanahnya sesuai keadaanatau sifat dan tujuan pemberian haknya;b. dalam hal tanah yang digunakan tidaksesuai dengan sifat dan tujuanpemberian haknya, pemegang hak harusmengajukan ijin perubahan hak apabilaperuntukkan tanahnya tidak sesuaidengan jenis hak yang diberikandan/atau ijin perubahan penggunaantanah apabila peruntukkannya tidaksesuai dengan SK pemberian haknyakepada Kepala sesuai dengan peraturanyang berlaku;

c. mengajukan permohonan hak untukdasar penguasaan atas tanahmengusahakan, menggunakan, ataumemanfaatkan tanahnya sesuai denganijin/keputusan/surat dari pejabat yangberwenangd. Penetapan Tanah TerlantarBerdasarkan Pasal 17 Peraturan Ka.BPN No. 4 Tahun 2010 bahwa apabilaperingatan ketiga pemegang hak tidakmematuhi peringatan ketiga maka KepalaKantor Wilayah mengusulkan kepada KepalaBadan untuk ditetapkan sebagai tanahterlantar. Kriteria tidak mematuhi sesuaiPasal 17 ayat (2) Peraturan Ka. BPN No. 4Tahun 2010 antara lain:a. tidak menggunakan tanahnya sesuaidengan sifat dan tujuan pemberianhaknya;b. masih ada tanah yang belum diusahakansesuai dengan Surat Keputusan ataudasar penguasaan tanah;c. masih ada tanah yang penggunaannyatidak sesuai dengan Surat Keputusanatau dasar penguasaan tanah;d. tidak ada tindak lanjut penyelesaianpembangunan;e. penggunaan tanah tidak sesuai denganSurat Keputusan atau dasar penguasaantanah; atauf. belum mengajukan permohonan hakuntuk dasar penguasaan tanah.Selanjutnya tanah yang diusulkanuntuk ditetapkan sebagai tanah terlantardinyatakan dalam keadaan status quo sejaktanggal pengusulan. Terhadap tanahterlantar berstatus quo tidak dapatdilakukan perbuatan hukum atas tanah.Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Ka.BPN No. 4 Tahun 2010 bahwa sebagaipertimbangan dalam penetapan TanahTerlantar persentase luas tanah yangditelantarkan dikelompokkan menjadi:a. 100 persen terlantarb. lebih dari 25 persen sampai dengankurang dari 100 persen terlantar;c. kurang dari atau sama dengan 25 persenterlantar.Apabila seluruh hamparan tanahditelantarkan maka Keputusan PenetapanTanah Terlantar diberlakukan terhadapseluruh hamparan hak atas tanah tersebut.
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Selanjutnya jika sebagian hamparanditelantarkan maka Keputusan PenetapanTanah Terlantar diberlakukan terhadapseluruh hak atas tanah tersebut, danselanjutnya kepada bekas Pemegang Hakdiberikan kembali sebagian tanah yangbenar-benar diusahakan, dipergunakan, dandimanfaatkan sesuai dengan keputusanpemberian haknya, dengan melalui prosedurpengajuan permohonan hak atas tanah atasbiaya pemohon sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.Berdasarkan Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentangpenertiban dan Pendayagunaan TanahTerlantar bahwa tanah yang telah ditetapkansebagai tanah terlantar, dalam jangka waktupaling lama 1 (satu) bulan sejakditetapkannya keputusan penetapan tanahterlantar wajib dikosongkan oleh bekaspemegang hak atas benda-benda di atasnyadengan beban biaya yang bersangkutan.Apabila bekas pemegang hak tidakmemenuhi kewajiban maka benda-benda diatasnya tidak lagi menjadi miliknya, dandikuasai langsung oleh Negara.
IV. PenutupSehubungan dengan hal yang telahdikemukakan dapat dikatakan bahwapenertiban terhadap tanah terlantar untukmemberikan kesadaran terhadap pemeganghak bahwa penelantaran tanah merupakantindakan yang tidak berkeadilan, yang dapatmenyebabkan hilangnya peluang untukmewujudnyatakan potensi ekonomi tanah.Selain itu, penelantaran tanah jugaberdampak pada terhambatnya pencapaianberbagai tujuan program pembangunan,rentannya ketahanan pangan dan ketahananekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani, sertaterusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.Penelantaran tanah merupakan pelanggaranterhadap kewajiban yang harus dijalankanpara pemegang hak atau pihak yang telahmemperoleh dasar penguasaan tanah.Negara memberikan hak atas tanahatau hak pengelolaan kepada pemegang hak

untuk diusahakan, dipergunakan, dandimanfaatkan serta dipelihara dengan baikselain untuk kesejahteraan bagi pemeganghaknya juga harus ditujukan untukkesejahteraan masyarakat, bangsa dannegara.
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